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TFJNTAI"IG

PEDOMAN PENC}GUI{AAN ]'ANDA I-AIVGAN I'I-EKTRONIK PADA PELAYANAN

PEIIIZINAN DAI\I NOl\ PEITIZII\JAN DI DINAS PENANAMAN MODAI,

PELAYA.]{AN TERPI\J )U SATLI PINTU DAN IGTENAGAKERJAAN

DENGAN R, \}{MAT 'IUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

BUPATI AGAM,

ba-h'wa. dalarn rangka mewujudkan keberhersilan
pemb a.nguilan heLrus didukung oleh kecepatan
pelay rnan melalu.i implementasi penyelenggaraan
pelayrlnan perizinan da-rr non perizinan secara

elektr',onik (e-Gouernmerut) Dinas Penanaman Modal
dan Felayanan Terpadu Satu Pintu;
bahwir untul< mewujudkan maksud huruf a dan
dalanr ranglra meningkatkan kualitas pelayaaan
periairnan clan non pefizinan, perlu menerapkan
Tanda. Tangan Elektronik cli Dinas Penanaman Modal
dan Pelayana:n Terpadu Satu Pintu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimali:sud hu.ruf a darr huruf b, perlu menetapkan
Peratlrran Bupati Agam tentang Ped^oman

Pengg;unaarr Tanda Tangan Elektronik pada
Pelayr,rnan Perizinan clan Non Perizinan di Dinas
Penanaman Modal dem Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

'Undang-'Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
,Pembe ntukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkr ngan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negari, Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undarrg-Undang Nomor 25 Tahun 2AOg tentang
.Pelaya nan Publik (Lembraran Negara Repubtik
Indonr,r:sia T'a]run 2009 Nomor L12 Tanrrbahan
.Lembaran Repub[k Indonesia Nomor 5038);

Mengingat : 1.

i:.

c.

2.



3. Llndanll-Undang Republik Indonesia Nomor i 1 Tahun
2008 l entang Informasi dern Transaksi Elektronik
(l,emba ran Neg;ara Republik, Indonesia Tahun 2008
Irtomor 58);

4. {.indani;-Und;ang Nomor 23 Tahun 2014 ten[ang
F"emerilrtaha:r Daerah (LerrLbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lernbnran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang=Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
lnomor 23 Tahun 2QL4 tentang Pemerintahan Daerah
(i,embanan Negara Republik lndonesia Tahun 2015

$ornor 58, Ta.mbahan Lembaran l{egara Republik
lndonesria Nomor 567 9);

5. Peraturan Pemr:rintah Nomor 82 Tahun 2At2 tentang
F'enyelengga.raan Sistem. dan Transaksi Elektronik
(l,embarran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

I\lomor 189);

6. Peraturan Presiden Nosror 27 Tahun 2009 tentang
F'elayanan Terparlu Satu Pintu di Bidang Penanaman
h{odal;

7. Peratur an Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang
Fenyele,nggaraa.n Peiayanan Terpadu Satu Pintu;
Pera.tur an Merr teri Negara L)endayagunaan Aparatur
Negzrra dan Relbrmasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2OI7
tr:ntanp Pedoman Urnum Tata Naskah Dinas
Elektrorrik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan l4enteri I(omurrikasi dan Inforrnatil<a
Ii:epubl.ik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OL4 tentang
Tata Cara Penciaftararr Penyelenggara Sist"em

E,lekt.rorrik;
10.Pera1urln Daerah Nomrcr I1 Tahun 2016 tentang

Pember t-ukarL dan Susuran Perangkat Daerair
(l,emba:an Daerah l(abupaten Agam Tahun 2016
Nomor 11, Tarnbah.an Lernbraran Daerah l{abupaten
A.garn Ir omor 11i );

MIIMUTIJSKAN :

PL]trIATIJR AN BL]PAT] 'IENTANG PEDOMAN

PB}IGG Ti} IAAI\ TANDI\ 'I'ANGAN ELEKTRONIK }'ADA

PIILAYA]\, \N PBRiZINA]\ DAN NON PBRIZINAN DI DINAS

PBI\IANAN AN IVIODAI- PF]LAYANAN TERPADU SATU

PIN U DA tV }(BTBNAGAKERJAAN.

B.

9.

Meneta.Ikan



BAB I
KTITEN'TUAN I]MUM

I'}asal 1

Dalam Peraturan Butrrati ini yang di"maksud denglln :

1. Daerah adalah KaLbuPat:n Aganr.

2. Bupati adalah BuPati A1;am.

3. Pemerintah Daerzrh aclalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerint aha.n Dzlerah,

4. Dinas Penanaman lvltoclal Pelaya.nan Tr:rpadu Satu Pintu clan

Ketenagake:{aan yang selanjutnyil disebut Dinas ada-lah Dinas
penanaman Modll Pt:la Fanan 'l'erpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Agarn.

S. Kepala Dinas Penananran IVIodal Pelayanar:L Terpadu Satu Pintu dan

Ketenagakerjaan yang selanjutr4za disingkat J(epala Dinas adalah l(epala

Dinas Penanarnan i\lodal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Ketenagakerjaan l(abtrtr aten Agam.

6. Tanda Tangan Elektr,:nik aiLalah tanda tangan yang terdiri atas

informasi Elektlonil< )/ang d.igunakan sebagai alat verifikasi clan

autentikasi.
7. Penanda 'langan acler-Lrh Keperla Dinas Penanaman Modal Peleryanan

Terpaclu Satu Pintu c[ia: t l(etena.gakerjaan.

8. Data Pembueitan Tar:d a. '['angan Elektronik adalah kode pribadi, kode

biometrilc, ko{e kritrttryrafi, clan/atau kc,de yang dihasilkan dari

perrgubahan t.anrla lzugarr manual menji,rdi Tanda Tangan Elektronik,

t-erprasul< kocle lair :,ang rlihnsitl,ran clerrt, perkembangan Teknologi

Informasi.
g. Penyelenggnra Tanda Tangian Eiel<tronik ada-1ah Dinas Penanaman

I\4oclal PelayanarL Terpalu Satu Pintu clan KeLenagakerjaan.

10. Aplikasi Perizinirn adalah A'plikasi yang digunakan dalam proses

pelerbitan izin rCi Diras Per:nimaman Modr;rl Pelayanan Terpadu Satr.:-

Pintu darr Ket.eneugal<e'ri aan.

11.pelayanan Publj,k a<le".lah f,i:egiatan atau rangkaian kegiatan dalam

ralgka pemenulhan kebutuhi;un pelayanan sesuai dengan peraturan

pemnrlang-undangan bagi setiap warg,a negara dan penduduk atas

barang, jasa, cla.n/atarr pelaSzanan aclrrLinistratif yang disediaka:n oleh

penyelenggara perlayanr Ln prrblik.

!2.Pertztnan aclalah hr.rkum yang rnengatut' hubungan masyarakat clengan

Negara dalam 1-ra.1 acian ra rrrasyarakat yang memohon izin.

Pasal 2

(1) Maksufl ditetapkannya peciorneLn penggunaan tanda tangan elektronik ini

adalair nntuk membr:ri <an lanclasan hukum dalam menggunakan tanda

tangan elektronil< pada pelayanan perizinan r:lan non perizinan di Dinas.



(2) Penggunaan tan<la tangan elelr.tronik pada pelayanan pei2inan dan non
perizinan di Dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas
dan e{isiensi penyelenggaraan pelayan an pertzinan di Dinas.

BAB II
PtrN(iGIJ I{I .AN TANDA T,AI\iGAN ]'LEKTRONIK

Bagian l(esatu
Uraum
Pasa.l 3

(1) Tanda Tangan Fl;riekh"or,Lil< yarLg digunakan pa"da pelayanan perizinan dan
non perizinan di Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak
tersertifikasi.

(2) Tanda Tangan Elektrunik t.idak tersertifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat trinpa menggunakan ja.sa penyelenggara sertifikasi
elektronik.

(3) Bentuk Tarrda Tangern Elektronik ti<lak tersertifikasi sebagzrimana
dimaksud pada eLyat (1) yaitu :

a. Scan tanda tatrgan k epala yamg disimpan pada Aplikasi Perizinan;
b. Proses scan tErnda tilngan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a

yaitu tanda ta.ngan basah kepala di scan dengan mesin scanner lalu
hasilnya cli im'put prada aplikasi perizinan.

c. Ukuran scarl t.ancla {.angan elektronik sebagaimana dimaksud }ruruf a
yaitu 150 x 120 pixel dengan size 1 XdB

d. Bentuk lain teinda t rngan elektornil< yaitu tanda tangan yang ditulis
mengunakan pen pa la handphone dengan aplikasi android

Pasal 4

(1) Tancta Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
merupakan persietujtti,rn Kepala Dinas ateis izin dan non izin yang
ditanclatangani clengiln TandaTangzin Elekl.ronik tersebut.

(2) Tanda. Tangan }llektlrrrik sebagaimana clima[<sud pada ayat (1) berfungsi
sebagai alat autentikeis I dan verifikasi atas:
a. identitas Pena.nda l['arrqrin; dan
b. l<eutuhan dan keauttnt.ikari Inforrnasi trlel<tronik.

Bag;ian l(edua
Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

Tancla Tangan Elektronil< ciigunakan oleli Kep;rla Dinas untuk penerbitan
izin dan non izrn.



Pasal 6

(1) Tanda Tangan Elektronlk merniliki kekuatan hukum dan akibat hukum
yang sah jika:
a. Data Pembuatian Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada

Penanda Tangan;
b. Data. Pembuatan T rrcla Talgan Elektronik pada saat proses

penandatangana-n ha:ry;r berada dalam kua.sa Penanda Tangan;
c. Persetujuan terhadaLr tzin ertau non izirt dilakukan l(epala Dinas

meialui menu pengesiLhan pada Aplikasi Perizinan.
(2) Ketentuan sebagaimanl dimaksud pada zryat (1) hur.rf d berlaku

sepanjang llanda. Tangirn Elekl-ronik digunakan untuk penerbitan izin
dan non izin melalui apiikasi perizinan.

Pasal /

(1) Data PembuLatan Tanda Tangan Elektronik v,ajib secara unik merujuk
hanya kelrada i(epala Dinas dan dapat digunakan untuk
mengidentifikasi liepala Dinas.

(2) Data Pembuatan Tandai Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dibuat oleh Adrrin Aplikasi Perizinan.

(3) Data Pembuatan llancla Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ha:"us mernenuhi ketentuan:
a. seluruh proses pemhruatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin

keanranan dan kerelhrrsiaannya oleh Admin Aplikasi Perizinan;
b. Dat-a Pertrbuatan, 'l'ar rda Tangan trlektronik tersimpan dalam suatu

media elektnonik yang berad;r dalam penguasaan Penanda Tangan;
c. Data yang terkait cler gan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat

atau sarana penyi:rrprinan <laLa, yang meng;gunakan sistem terpercaya
milik Dinas yar,g dap it rnendeteksi acianya perubahan dan memenuhi
persyarat.an:
l.hanya orang yanfl liberi wewenang yang dapat memasukkan data

ba.ru, mengui>ah, menukit.r, atau mengganti data;
2. infornrasi identil.as Penancla Tangan dapat diperiksa

keautentikannya; d an
(4) Penanda Tangan dan Adrnin Aplikasi Penzinan wajib menjaga

kerahasiaan dan berternggung jawelb atas Data Pembuatan Tanda
Tangan lllektronik.

F'asal B

(1) Pada proses penandalangarian wajib dilakukan mekanisme untuk
memastikan Data Pernbrratan Tanda Tangan Elektronik:
a. rnasih berlaku, tidak iJibatalkian, atau tidak ditarik;
b. tidak dilaporkar: hilaurg;



c. tidak ciilaporkan br:r1:irrdah tamgan kepeicla olang yang tidak berhak;
dan

d. berada dalam kuasa l")enanda Tangan.
(2) Sebelum dila-kukau pei:ilndatangaran, iznt dan non izin yang akan

ditandatangani wajib dil,:etahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
(3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap tzit:t dan non izin yang akan

ditandatangani dengaLn Tanda Tangan trlektr:onik wajib menggunakan
Aplikasi Perizinan.

Pasal 9

Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan Data
Pembuatan Tanda Tangan Elekironik atau alat pembuat Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 10

(i) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digur:rakan, Admin Aplikasi Perizinan
wajiki memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara :

a. Kepala Dinas men\/arrrpaikan identitas kepada Admin Aplikasi
Perizinan

b. Kepala Dinas meial<u1r an registrasi kepada Admin Aplikasi Perizinan;
(2) Proses verilikasi lr: flor masj F,lektronik yang ditandatangani dapat

dilakukan dengan pengt,rcekan info.r:nasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 1 1

(1) Dalam hal terjadi penyzrlahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak
lain yang tidak berirak, tanggung jawab pr:mbuktian penyalahgunaan
Tanda'I'angan Dlektronjk diL'ebanl<are kepada :

a. F:'ont Clffice pada pr:oses pendaftaran
b. Back Office pada proses pendataan

c. Kepala Bidar:Lg perl,zinan dan Non Perizinan pada proses rapat dan
survey lapetngan

d. Tim teknis pacla proses rekomendasi
e. Kepala DPMPTSP-Naker pada proses penetapan
f. Bendahara penerinraan paclil proses pemabayaran

(2) Penetapan pen€Lr:rggrrnt(l jawab pembuktian penyalahgunaan tanda
tangan eJekf.ronik sebalxairnana dimaksud parda ayat (1) dibuat melalui
keputusan Kepala Dinar.i.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Agam.

Ditetapkan di

pada tanggal

V7
INDRA CATRI

_-1
Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal ,6 lAacrt 2ofi
SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2OI7 i*ION,ION .1?..

buk Basung
A Marat_ 2OtT

MARTIAS WANTO


